
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

PENGURANGAN, KERINGANANDAN PENGHAPUSAN PAJAK  

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib 

pajak dalam pelayanan pemberian pengurangan, 

keringanan dan penghapusan pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan,maka perlumengubah 

wewenang pemberian pengurangan, keringanan dan 

penghapusan jumlah pajak terutang yang ditetapkan 

oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian 

Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

 

 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata 

Cara Perpajakan, Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk 

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4200); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 192); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 58); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 



Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2018 Nomor 34); 

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 86); 

27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2019 

Tentang tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, 

Keringanan dan Penghapusan Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas TanahDan Bangunan (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 21); 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, 

KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dalam 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Penghapusan Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2019 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan 

dan penghapusan Pajak BPHTB. 

(2) Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan 

Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal pajak yang terhutang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) maka pemberian pengurangan, 

keringanan dan penghapusan ditetapkan oleh Kepala BPKD; 

b. Dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah) maka pemberian pengurangan, keringanan dan 

penghapusan ditetapkan langsung oleh Bupati; dan 

c. Dalam hal pajak terhutang lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah) maka pemberian pengurangan, keringanan dan 

penghapusan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di klaten 

pada tanggal 18 Mei 2020 

 

BUPATI KLATEN, 

Cap  

 ttd 

SRI MULYANI 

 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 18 Mei 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap  

ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 23 

 

Mengesahkan 

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  

a.n BUPATI KLATEN 

SEKRETARIS DAERAH 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Cap 

ttd 

SRI RAHAYU, S.H,, Mhum 

Pembina Tk. I 

NIP. 19700902 199903 2 001 


